BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 223 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/185/2024
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, PERSONALIA BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

PADA WILAYAH KERJA PENYULUH PERTANIAN

DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

a. bahwa sehubungan dengan mutasi pejabat administrator dan

1.

pejabat pengawas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Tabalong, maka untuk kelancaran tertib administrasi
penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Wilayah Kabupaten
Tabalong dalam rangka mendukung ketahanan pangan,
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produksi tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sehingga perlu
menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional, Personalia Balai
Penyuluhan Pertanian dan Penempatan Penyuluh Pertanian pada
Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/185/2024 tentang Penetapan Kelompok
Jabatan Fungsional, Personalia Balai Penyuluhan Pertanian dan
Penempatan Penyuluh Pertanian Pada Wilayah Kerja Penyuluh
Pertanian Di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5018);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
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12.

13.

Menetapkan
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. Peraturan Menteri  Pertanian Nomor  03/Permentan/

SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
124);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 3);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Ketentuan dalam  Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/185/2024 tentang Penetapan Kelompok Jabatan
Fungsional, Personalia Balai Penyuluhan Pertanian dan
Penempatan Penyuluh Pertanian Pada Wilayah Kerja Penyuluh
Pertanian Di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada
tanggal 14 Mei 2024 diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

PARAF HIERARKI PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DINAS/BADAN : SEKDA ' Pj.BUPATI TABALONG,
KABID/KABAG ASISTEN
/ Q V; /l./
KASUKASUBBIDIKASUBBAGIF |/ | KADIS/KABAN ™~

HAMIDA MUNAWARAH



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pertanian di Jakarta.

2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatan di Banjarbaru.

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Yang Bersangkutan.



